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Pemasyarakatan kini sudah memperoleh peijuangah'yangmud '̂a^
perhati '̂yahg'Iayak'-dari pemerin^ dengan lilai'dain tah^gan~;'b;^
telah dajiik^ya R^cangan^Un^diing-Undang berasal'dari lingkungan'-peneg^ liukum-itu
Peniasyarakaiankepa'da^bew '̂̂ Pei^ sendinf'PembahMari^RtfuPema^aralra^n

-nT:3'oyv_.. o/...-,;-. i-.y-.biil, «IT r-,R^at RiySidang 'KoihisVHul^^ DPR RI ^ ^ ^̂ ^
s^t'im's^Mg'ymemasdl^^^ penyusunan pelopof-Pema'syafakatahl^
Daftar Inveri'tarisasi Ma^ (DIM) bleh SXHARDJO WentenjKe
niasing-masinig fraksi yang kemudian akan iU;'Bap^RAkbesnwri SH,'manta!iib^
diteruskan kepada tarafdiskusi. lender^ Bina TunaWaiga; Bapak tbnu Siisan^

Pemasyarakatan kini telah berusia 31 SH,mantanDir^cturJenderal BinaTunaWaiga,
tahiin sejak dicetuskannyapada tanggal 27April Almaihum B^ak Bahrudin Suiyobroto, mantan
1964 di Lembang, Bandung. Peijuangan untuk Direktur Direktorat Pemasyarakatan;
menempatkan. pemasyarakatan ke dalam Almarhum Bapak Sukohardjo, mantan Kepala
lingkungan penegakan hukum bukanlah Wilayah Pemasyarakatan Jawa Tengah;

*) Romli Atmasasmila, SH.,LLM, adalahdosen pada Vniver^tas Padjajaran.
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Tema Utama"

1pemasyarakatanmenganutsistemkiasifikasi
progresif di mana proses pembinakan
dilaksanakan mengikuti tahap per-

.kembangan dan kemajuan dalam pembinaan
narapidana dan anak didik;

2. pemasyarakatan mempunyai empat ciri :
preventif, kuratif, rehabilitatifdan edukatif
(lihat penjelasan RUUPAS halaman 2);

3. proses pemasyarakatan mempergunakan
pendekatan "community-based treat
ment"',,

4. masa pembinaan narapidana dan anak didik
sangat tergantimg pada iamanya pidan^
yang hams dijalani seorang narapidana/anak
didik.

Esensi pertama menunjukkan bahwa,
pemasyarakatan pada prinsipnya menuntiit
adanya kemajuan dalam perkembangan
kepribadian seseorang narapidana dan anak
didik. Pelaksahaan proses pembinaan sesuai
dengan tahap pembinaan tersebut di atas
"memaksa " seseorang narapidana selalu hams
menjalani keempat tahap tersebut akan tetapi
pemasyarakatan belum menetapkan secara
eksplisit mengenai narapidana tertentu yang
sering melanggar peraturan di dalam lembaga.
Patut dipertanyakan apakah narapidana yang
bersangkutan tetap pada tahap yang sama
sampai selesai menjalani masa pidananya ?
Esensi pertama adalah kenyataan serihg juga
terhambat oieh prosedur yang telah ditetapkan
oleh Departemen Kehakiman RI mengenai
pemberian hak untuk remisi,cuti, asimilasidan
lepas bersyarat.

Esensi kedua menunjukkan kesan kuat
bahwa pemasyarakatan tidak mengakui aspek
penjeraan dari suatu pemidanaan. Hal ini
disebabkan persepsi terhadap konsep
pemasyarakatan. dikalangan petugas pe
masyarakatan d^ masyarakat awam selama
ini kurang tepat dimana konsep pembinaan
cendemng dipertentangkan dengan konsep

12

keamanan dan ketertiban. Sekalipun konsep
tersebut dapat dibedakan satu sama lain akan
tetapi keduakonsepini tidak dapat dipisahkan.
Tidak ada satupun proses pembinaan
narapidana yang berhasih baik tanpa
disertai dengan pemeliharaan ketertiban
4an keamanan di lingkungan penghuni
Lembaga Pemasyarakatan.- B.ahkan dalam
banyak hal ketertiban dan keamanan sering
menjadi kunci keberhasilan pembinaan sebab
dengan ketertiban d^ keamanan yang baik

.rnaka disiplin narapidana semakin mehingkat
dan dengan disiplin yang meningkat maka

.proses pembinaan dan kegiatan-kegiatan di

.dalamnya beijalan dengan teratur dan tertib.
Pada giliran terakhir maka semua pemberian
hakrhak narapidanadapat dilaksanakan dengan
,tanpa kendala.

'Esensi .ketiga menunjukkan bahwa
pemasyarakatan bertujuan untuk memasyara-
katkaii'narapidana dan anak didik. Hal ini
berarti bahwa^ selumh upaya dan langkah-
langkah serta kegiatan dalam pembinaan
sepenuhnya diarahkan kepada bagaimana
mengemibalikan narapidana dan anak didik
menjadi warga yang baik dan berguna bagi
masyarakat, bangsa dan negara. Esensi ketiga
ini menunjukkan pula bahwa keperan sertaan
masyarakat dalam proses pemasyarakatan
dipandang penting dan menentukan. Sikap
negatifmasyarakat terhadap bekas narapidana
sering juga menjadi kendala memasyarakata-
kan narapidana dan anak didik.

Esensi keempat menujukkan bahwa,
masa. pembinaan narapidana sepenuhnya di
batasi oleh Iamanya pidana yang harus dijalani
seseorang narapidana dan anak didik. Dalam
kaitan ini tidak berlebihan kiranya apabila
dinyatakan bahwa Iamanya pembinaan
narapidana dan anak didik ditentukan oleh
putusan hakim. Esensi keempat ini patut
memperolehperhatian pakar hukum dan pakar
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pemasyarakatan karena keberhasilan pern-
binaan narapidana sesimgguhnya tidak dapat
ditentukan oleh batas waktu tertentu melainkan

olehperubahanatau perbaikan kepribadian atau
sikap narapidana dan anak didik. Masalah
utama adalah bagaimana aplikasi proses
pemasyarakatan (empat tahap/tiga tahap)
dalam kurun waktu yang telah ditetapkandalam
putusan hakim. Terkesan kuat bahwa proses
pemasyarakatan dengan teipaksa "disesuai-
kan" atau dipaksa disesuaikan dengan kurun
waktu sebagaimana terdapat pada putusan
hakim. Masalah selanjutnya adalah, apakah
para hakim sudah memahami atau sudah
mengantisipasi proses pemasyarakatan bagi
seseorang terpidana dan bagaimana caranya ?

Faktor kedua yang menyebabkan
pemasyarakatan memiliki posisi strategis dan
rawan dalam lingkungan penegakan hukum
yaitu pemasyarakatan sarat dengan muatan
perlindungan Hak Asasi Manusia seorang
narapidana dan anak didik. Apabila
dibandingkan dengan instansi penegak hukum
lainnya maka lembaga pemasyarakatan me
miliki tugas dan tanggung jawab terlama di
dalam melaksanakan pengawasan dan
pembinaan terhadap narapidana (maksimal
sepanjang lamanya pidana) sedangkan instansi
penegak hukum lainnya dibatasi oleh
ketentuang yang telah ditetapkan menurut
KUHAP. Dalam kurun waktu pembinaan
tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran HAM.
Sebagai contoh, pelaksanaan pemberian hak
untuk remisi, cuti atau asimilasi atau lepas
bersyarat (pembebasan bersyarat) tidak jarang
kurang mengindahkan HAM narapidana
tertentu. Persyaratan dan prosedur pemberian
hak-hak atas narapidana tersebut di atas masih
sering tidak menguntungkan narapidana yang
bersangkutan dimasa yang akan datang. Hal
ini akan sangat rawan tampaknya manakala
pelaksanaan pemberian.hak-hak narapidana
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masih dilandaskan pada persyaratan
(tambahan) diperlukan jaminan dalam bentuk
sejumlahuang atau orang atau sertifikat (tanah)
sebagai pengganti uang (lihat Surat Edaran
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: E-
PK.04.10-64 tertanggal 23 September 1992
juncto Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri
Kehakiman RI Nomor: M.01 -PK.04.10 Tahun

1991).
Mengingat posisi pemasyarakatan yang

bersi&t strategis dan sarat dengan muatan
HAM (rawan) tersebut di atas maka salah satu
altematif untuk mencegah dan menghindari
ekses-ekses negatif dalam pelaksanaan
pembinaan narapidana dan anak didik ialah
sejakdiniperlu dipertimbangkan pembentukan
suatu Lembaga pemasyarakatan terbuka
atau "open prison " atau kemungkinan
dilaksanakan suatu "open camp".

Konsep Lembaga (Pemasyarakatan)
Terbuka

Uraian mengenai konsep lembaga
(pemasyarakatan) terbuka meliputi: latar
belakang singkat sejarah kepenjaraan dan
pertimbangan munculnya konsep lembaga
terbuka serta prospek lembaga terbuka dalam
konteks RUU Pemasyarakatan di Indonesia.

A. Latar belakang kepenjaraan dan
lembaga terbuka.

Didalam sejarah kepenjaraan konsep
lembaga (pemasyarakatan)' terbuka muncul
pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1960 atau
tahun 1970-an. Konsep ini merupakan hasil
peijuangan yang gigih dari kaum humanitarian
sejak lahir abad ke-18 atau awal abad ke-19
(Barnes & Teeters, dalam Atmasasmita, 1975;
73-88).

Awal dari lahimya konsep lembaga
terbuka adalah timbulnya gerakan yang disebut.
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"reformatory" (pembaharuan) pada tahun
1870-an dan gerakan ini menitikberatkan pada
pembaharuan dalam pelaksanaan pidana
terutamaterhadapnarapidanaanak, remajadan
wanita. Gerakan ini telah berhasil membentuk

suatu penjara yang diisi dengan kegiatan-
kegiatan kerajinan tangan dan pekeijaan yang
bermanfaat lainnya sehingga narapidana
memiliki kesibukan serta memperoleh upah dari
hasil pekeijaannya. Hal ini sudah diwujudkan
dalam bangunan penjara yang disebut "The
Apparatus " (Maconochie) yang dilaksanakan
pada sistemklasifikasi progresifdengan mark-
system kemudian diteruskan oleh Sir Walter
Crofton dengan "intermediate system"
(Barnes dan Teeters, dalam Atmasasmita,
1975: 77-79). Tujuan gerakan ini adalah
merubah penjara menjadi lebihbermanfaat dari
keadaan penjara sebelumnya (sebagai tempat
penebusan dosa). "Mark-system" Azn "inter
mediate system" merupakan embrio dari
munculnya konsep lembaga terbuka di-
kemudian hari.

Perkembangan puncak dari gerakan
reformatory tersebut adalah munculnya
gagasan lembaga terbuka (open prison) yang
bertujuan untuk mendekatkan narapidana
dengan masyarakat dan membiasakan
kehidupannya dengan kehidupan di masyarakat
bebas dengan pelbagai kegiatan produktifyang
mengisikehidupanmereka sehari-hari. Bentuk
bangunan lembaga terbuka dan segalafesilitas
yang ada didalamnya disesuaikan dengan
bentuk perkampungan dalam masyarakat dan
narapidanadapat dengan bebasberkomunikasi
dengan keluarga atau masyarakat disertai
dengan pengawasan yang sangat minim.
Pengertian "terbuka" dalam istilah lembaga
terbuka hams diartikan: secara fisik dan psikis
narapidana memiliki kebebasanwalaupunmasih
dalam pengawasan (bebas dan beitanggung-
jawab).

14

Pertimbangan lahimya konsep lembaga
terbuka selain disebabkan gerakan humani
tarian disegala bidang kehidupanjuga disebab
kan kelemahan-kelemahan dari konsep
"deterrence" dilandaskan kepada tiga
pertimbangan sebagai berikut:

(1) bahwa pengalaman pahit bagi merekayang
dipenjara untuk meyakinkan mereka
bahwa kejahatan sebaiknya dihindari di
masa yang akan datang;

(2) penjeraan atau deterrence sangat penting
bukan hanya bagi para penjahat itu sendiri
melainkan juga bagi warga masyarakat
lainnya;

(3) bahwa efek penjeraanadalah memisahkan
atau menjauhkan para penjahat terkenal
untuk sementara waktu dari masyarakat
sehingga sedikitpun mereka tidak dapat
berkomunikasi dengan masyarakat
(Syskes, 1958 : 10).

Konsep penjeraan ini kemudian
melahirkan penjara denganmaximum-security
atau sering disebut "total-institution" yang
mengakibatkan timbulnya, "the pains of
imprisonment" (Sykes, 1958 : 65-78) yaitu :
"the deprivation of liberty", "the depriva
tion of the Goods and Services", The
deprivation ofHeterosexual Relationships
The Deprivation of Autonomy", dan "the
Deprivation of Security". Sesungguhnya
menumt penulis, masih ada lagi suatu bentuk
"deprivation" yang belum disebut oleh Sykes
sendiri yaitu "the deprivation ofprivacy".
Bentuk depresi ini antara lain narapidana
dihamskan bertelanjang bulat ketika dilakukan
pemeriksaan badan ketika mulai memasuki
penjara dan ketika terjadi kegaduhan-
kegaduhan, tidak bolehtidur sendiri, sekurang-
kurangnyaberduaatau satu sel (kecuali dikenai
hukum disiplin atau menderita penyakit
menular) atau kewajiban mandi bersama serta
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makan bersama. Konsep penjeraan dalam
bentuk "total institution" ini benar sangat
menyakitkan bagi setiap individu. Kelemahan-
kelemahan mendasar atas konsep penjeraan
dengan total institution tersebut kemudian
dirubah dengan konsep penjeraan dengan
sistem "medium security" dan kemudian
diianjutkan dengan konsep penjeraan dengan
sistem: "minimum security" (Kadish, 1983 :
1204). Dalam konteks pemasyarakatan maka
ketiga sistem tersebut di atas tampak jelas di
dalam lampiran 1.

Selain kelemahan-kelemahan penjeraan
sebagaitujuanpidanadi atas,konsep Lembaga
Terbuka sangat diperlukan untuk mencegah
atau menghindari kepadatan penghuni penjara
(overcrowding). Pada saat ini jumlah seluruh
narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia
55.000orang (narapidana - 27.000 dantahanan
= 28.000) atau 0.55 per 100.000 penduduk
Indonesia, sedangkan angka rata-rata (rate)
jumlah narapidana per100.000 penduduk yaitu
0,27 dan tahanan mencapai 0,28. Angka rata-
rata-rata ini jauh lebih keciljika di bandingkan
dengan angka rata-rata narapidana di Belanda
yaitu mencapaiangka44 per 100.000 penduduk
pada akhir tahun 1990, sedangkanangka rata-
rata tersebut menempati urutan terendah pada
yurisdiksi limabelas negara dimana angka rata-
rata tertinggi ditempati oleh Amerika Serikat
(398) padaakhir tahun 1989 (Young danBrown
dalam Tinry, 1993 : 5).

Sekalipun data statistik pemasyarakatan
di atas masih jauh di bawah kebutuhan untuk
pembentukan lembaga terbuka kiranya perlu
dipertimbangkan keberadaannya sejak
sekarangmengingat kemungkinan pertambahan
jumlah penduduk dan kemungkinan kesempa-
tan kerja yang berkaitan erat dengan
perkembangan perekonomian Indonesia dalam
duapuluh lima tahun yang akan datang.
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B. Konsep Lembaga Terbuka dalam
Konteks RUU PAS 1995.

Uraian mengenailembaga terbuka dalam
konteks RUU Pemasyarakataan 1995 tidak
terlepas dari pemasyarakatan sebagai salah satu
sub-sistem dalam penegakan hukum dan
keberhasilan pemasyarakatan tergantung juga
dari sistem pemidanaan yang dipergunakan
untuk menanggulangi kejahatan yang pada
umumnya mencegah terjadinya penjahat
kambuhan padakhususnya. Sistem pemidanaan
dan sistem pelaksanaan pidana atau
pemasyarakatan memiliki kaitan dampak satu
sama lain.

Perkembangan sistem pemidanaan telah
mengakui pentingnya pelbagai altematif untuk
meningkatkan efektifitas penanggulangan
kejahatan danupayainidikenal dengan sebutan
"Alternative Sentencing". Perkembangan
awal dari,sistem pemindahan altematif yaitu
dalam bentuk "non-cistodial measures " yang
konvensional adalah, pidana bersyarat
(percobaan). Jenis "pidana" ini masih dianut
dalam Pasal 14 a s/d f KUHP, sedangkan
naskah rancangan KUHP baru tidak mengatur
jenis pidana ini. Perkembangan bam dalam
sistem pemidanaan altematif dan telah
dilaksanakan dalam praktik peradilan di
Amerika Serikat, yaitu pelaksanaan tiga jenis
altematif sebagai berikut:

1. Altematif pemidanaan yang memuat
komponen pemulian atau reparation.

Altematif pemidanaan ini menuntut atau
mewajibkan kepada terpidana untuk
memulihkan akibat yang memgikan dari
kejahatan yang dilakukan yaitu secara
langsung terhadap korban atau keluarga
korban atau secara tidak langsung kepada
masyarakatyanglebihluas.Wujudaltematif
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pemidanaan ini permtah untuk membayar
sejumlah uangsecaratunai, biasanya - tidak
selalu- - sebagai salah satu syarat untuk
pidana percobaan.

2. Alternatif pemidanaan yang memuat
kdmponen rehabilitasi.

Alternatif pemidanaan ini mewajibkan
terpidana merubah perilakunya untuk
mencegah pengulangan kejahatan.
Pelaksanaan dari kewajiban tersebut adalah
denganmengikuti pembinaansecara paksa.

3. Alternatif pemidanaan yang memuat
komponen pengasingan atau
pengucilan.

Alternatif pemidanaan ini mewajibkan
terpidana tetap dijauhkan dari masyarakat
atau dibatasi untuk berhubungan atau
berkomunikasi dengan masyarakat akan
tetapi dalam batas waktu yang tidak lama
dan biaya relatif tidak besar. Pengasingan
ini juga dapat dilakukan dengan cara
mewajibkan terpidanabekeijasendiri (Klein,
1988:93-95).
Apabila alternatif pemidana^ konvensl-
onal masih tetap dipertahankan dan hahya
dibatasi pemakaiannyauntuk tindakpidana
yang dijatuhi pidana maksimal satu tahun
ke bawah maka pemasyarakatan akan
menghadapi masalah kepadatan penghuni
LP, sedangkanjikakedgaalternatifpidanaan
di atas dipertimbangkan dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia maka
pemasyarakatan akan tidak mengalami
banyak kendala dan masalah di dalam
proses pembinaan narapidana dan anak
didik.

Esensi dari ketiga alternatif sistem
pemidanaan di atas adalah meletakkan tugas
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dan tanggungjawab sebagian tugas
pemasyarakatan kepada para Hakim atau
sekurang-kurangnya kepada para hakim yang
sudah dibekali pengetahuan mengenai
pemasyarakatan serta dampak negatif dari
pidanapenjaraterutoma pidana penjarajangka
waktu lama.

Dalam konteks RUU Pemasyarakatan
(RUU PAS) 1995 dapat dikemukakan bahwa,
RUUPAS tersebut tidak mengatur secara
ekspjisit konsep lembaga terbuka. Namun
demikian dilihat dari perkembangan
pemasyarakatan selama 31 tahun konsep
secara lembaga terbuka ini sudah pernah
dilaksanakan yaitu dengan didirikannya "open
camp" atau kamp terbuka seperti: Sendang
Waringin di Pulau Nusakambang^, Arcamanik
di LP Sukamiskin, di daerah Singkawang
(Ppntianak).

Penelitian secara menyeluruh terhadap
isi RUU PAS 1995 menunjukkan bahwa,

. seharusnya materi muatan RUU PAS tersebut
dapat. menjangkau perkembangan pe
masyarakatan sekurang-kurangnya untuk
duapuluh lima tahun yang akan datang. Hal ini
disebabkan perkembangan kehidupan
masyarakat Indonesia di segala bidang
termasuk perkembangan hukum pel^anaan
pidana (pemasyarakatan) pada giliran ter^ir
menitikberatkanpada pembinaan narapidana
dananakdidik menjadi wargamasyarakat yang
bergunabagi masyarakat, bangsa dan negara.
LembagaTerbuka atau lembaga yang bersifat
terbuka tamp^ merupakantempat yang cocok
bagi pelaksanaan pemasyarakatan karena
lembaga dimaksud dapat dijadikan fasilitas
sebagai, "half-way out" 1983: 1205)
bagi setiap narapidana dan anak didik yang
sudah memenuhi persyaratan hukum dan
administrasi danmempersiapkan dirimenujuke
alam bebas. Selain dari tempat tersebut perlu
dipertimbangkan suatu tempat sebagai sarana
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bagi setiap narapidana dan anak didik untuk
mempersiapkan diri memasuki kehidupan
baru di dalam lembaga pemasyarakatan atau
disebut "half-way in". Kegunaan "half-way
in" ini iaiahuntukmengurangi sejauh mungkin
teijadinya "painsofimprisonment" bagi setiap
narapidana baru.

Daiam jangka waktu duapuluh lima
tahun yang akan datang penulis berpendapat
bahwa, urgensi pengadaan sarana dan
prasarana lembagaterbuka dalampelaksanaan
pemasyarakatan akan semakin diperlukan.
Pendapat penulis dilandaskan kepada dua
pertimbangan yaitu:

1. Sejarah pemidanaan dan kepenjaraan telah
membuktikan bahwa, pidana yang kejam
tidak mengurangi kuantitas dan kualitas
kejahatan dan semakin penuh sesak
penghuni di LP semakin tidak baik bukan
hanya dilihat dari segi kesehatan semata-
mata akan tetapi keadaan tersebut akan
sangat potensial bagi pehularan
kejahatan. Selain dari alasan tersebut,
kepadatan penghuni penjara/LP (over
crowded) secara teknis menyulitkan
pengawasan dan pemeliharaan ketertiban
dan keamanan. Disamping itu biaya yang
dilakukan pemerintah sangat besar dan
kurang seimbang jika dibandingan dengan
keberhasilannya (lihat Gresham Sykes,
1958; H.E. Barnes danN.K. Teeters, dalam
Atmasasmita, 1975; Andre T. Scull, 1977;
MichaellgnatiefT, 1978).

2. Sejarah pemidanaanjuga telah membuktikan
bahwa, kuantitatif penggunaan pidana
penjara pada abad ke-18 lebih kecil jika
dibanding dengan pidana mati dan
pembuangan ke tempat pengasingan
(koloni);(Ignatieffi 1978:15-16), sedangkan
pada abad ke-19 sampai abad ke-20.
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tampak kuantitatif penggunaan pidana
penjara makin tinggi jika dibandingkan
dengan.penggunaan pidana mati (pidana
pengasingan sudah tidak digunakan lagi).
Salah satu pertimbangan utama keadaan
pada abad ke-18 atas adalah, keringanan
atau pengampunan pada waktu itu
dipandang lebih efektif dibanding dengan
menempatkan penjahat di dalam penjara.
Pada abad ke-18 setiap bentuk kejahatan
beratselalu dijatuhi pidanamatiatau dibuang
ke daerah koloniuntuk keija paksa. Bertolak
pada kenyataan tersebut di atas, kiranya
perlu diperhatikan perkembangan terakhir
dalam upaya mencari altematif sistem
pemidanaan (resolusi ke-8 mengenai. On
Alternative to Imprisonment padaKongres
PBB keenam), selanjutnya setelah
dirumuskan dalam Kongres ke-8. The Pre
vention of Crime and the Treatment of
Offenders, pada tahun 1990 di Havana,
Cuba. Keputusan Kongres PBB mengenai
altematif pemidanaan ini disebut, United
Nations Standard Minimum Rules for
Non-custodial Measures atau The Tokyo
Rules dw, pada bagian menimbang antara
lain disebutkan:

Convinced that alternative to

inprisonment can he efective means of
treating offenders within thw comunity
to the best adventage of both offenders
and society:
Aware that the restriction ofliberty is jus
tifiable only from the viepoins ofpublic
safety, ccrime prevention, just retribution
and deterrence and that the ultimate goal
of the criminal justice system is the rein-
tegration of the offender into society.

Bagian menimbang tersebut di atas
secara eksplisit menegaskan kembali bahwa

17



Tema Utama

tujuan utama dari sistem peradilan pidana
adalah, reintegrasi naraptdana dan anak didik
dengan masyarakat. Tujuan dimaksud secara
jelas menyebutkan "reintegrasi menurut
penulis pengertian tersebut berbeda secara
fundamental dengan pengertian resosialisasi
(lihat Atmasasmita, 1983)yangmemilikimakna
iuar dan mendalam.

Resosialisasi dapat diartikan sebagai suatu
proses interaksi antara narapidana, petugas
lembaga pemasyarakatan dan masyarakat,
dimana didalamnya terkandung perubahan
sistem nilai narapidana sehingga mereka
nianipu dengan mudah mengadaptasi norma
dan nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat.

reintegrasi memiliki konotasi
semula antara narapidana dan masyarakat
dalam keadaan terpisah^ kemudian karena
suatu hal perlu disatukan kembali. Didalam
konteks pemasyarakatan pengertian tersebut
tidak benar sama sekali karena sejak awal
pemasyarakatan berpandangan bahwa nara
pidana adalah bagian (warga) dari masyarakat
dan karena sesuatu keadaan ia telah melakukan

perbuatan yang bersi&t asusila sehingga perlu
diresosialisasikan.

Bagian I dari Tokyo Rules tersebut
menetapkan tujuan pokok antara lain sebagai
berikut:

1.2. ... to promote greater community invol
vement in the management of criminal
justice, spesifically in the treatment of
offenders, as well as to promote among
of fenders a sense of responsibility
towards society;

1.4. When of implementing the Rules,
Member States ahall endeavor to ensure

a proper balance between the rights of
individual offenders, the rights ofvictims,
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and the concern of society for public
safety and crime prevention.

Bagian IV dari Tokyo Rules, Post-Sentenc
ing Stage antara lain menetapkan:

9.1. The Competent authority shall have...a
wide range of post-sentencing alterna
tive in order to avoid institutionalii^ation

and to assist offenders in their early
reintegration into society.

9.2. Post sentencing disposition may include:
(1) Furlough and half-way houses;
(2) Work or education release;
(3) Various forms of parole;
(4) Remission;

• (5) Pardon.

Bagian V dari Tokyo Rules, Implemen
tation ofNon-Custodial Measures antara lain
menetapkan bahwa pel^anaan dari altematif
pemidanaan ini dapat berhasil dengan baik
hanya dengan bantuan tenaga pelaksana
profesional seperti: Ahli psikologi, pendidik,
psikiater atau petugas lembaga yang sudah
terlatih baik.

Berdasarkan Tokyo Rules tersebut di
atas tampak bahwa arah dari politik kriminal
.(criminal policy) menurut kesepakatan
masyarakat intemasional sudah jelas dan tegas
yaitu:
reintegrasi narapidana dan anak didik
kedalam masyarakat serta mencegah sedini
mungkin penempatan atau memasukkan
mereka ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas penulis
menyampaikan beberapa kesimpulan seperti
tersebut di bawah ini.

1. Konsep lembaga terbuka bukan suatu yang
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mustahil didalam pelaksanaan pe-
masyarakatan dan bahkan konsep tersebut
sudah secara impiisitdiisyaratkandi dalam
Tokyo Rules sebagai salah satu altematif
dari pelaksanaan sistem pemidanaan.

2. Bertitik tolak pada butir 1 di atas maka
kebijaksanaan pemerintah dalam pe
laksanaan pemasyarakatan selama ini
sangat menitikberatkan pada pendekatan
keamanan semata-mata tidak sejalan
dengan persepsi dan kesepakatan
masyarakat internasiona! mengenai
altematif pemidanaan termasuk lembaga
terbuka.

3. Konsep lembaga terbuka menuntut pula
peran aktif masyarakat di . dalam
pelaksanaan pemasyarakatan danberkaitan
denganhal inimakadiperlukan keterbukaan
atau transparasi yang optimal dari
pemerintah dalam hal iniDirektorat Jenderal
Pemasyarakatan didalam pelaksanaan
pembinaan narapidana dan anak didik
temtama kebijaksanaandalampelaksanaan
pemberian remisi, cuti, asimilasi dan lepas
bersyarat. Konsekuensi logis dari tuntutan
di atas maka semua kebijakan Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan yang telah
ditetapkan dantidaksejalan dengan aspirasi
masyarakat mengenai hak-hak serta
kewajiban narapidanadan anak didik serta
Tokyo Rules (1990) dan Standard Mini
mumRules atau SMR (1995) patut ditinjau
kembali.

4. Langkah awal kearah pembentukan lembaga
terbuka di masa yang akan datang yaitu
RUU Pemasyarakatan (1995) seharusnya
memuat ketentuan mengenai empat bentuk
LP: LP dengan Maximum-security., me
dium-security; mimimal security dan LP
Terbuka (Open Prison) disertai ketentuan
yang memuat sarana dan prasarananya
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seperti : bengkel keija dan pemsahaan. .
Dalamjangka pendek kiranya pemerintah
khususnya Departemen Kehakiman patut
mempertimbangkan kembali pembukaan
"lahan-lahan tidur" di daerah-daerah

untuk dipergunakan sebagai kamp-kamp
terbuka bagi kegiatan narapidana atau
menghidupkan kembali kamp-kampterbuka
yang pernah dilaksanakan di beberapa
lembaga pemasyarakatan.

5. Keberhasilan cita-cita pembentukan
lembaga terbuka sebagai sarana bagi
pelaksanaan altematif pemidanaan sebagai
mana telah diuraikan di atas sangat
tergantung dari selain sikap politik
pemerintah juga aspirasi sosial politik yang
berkembang dalam masyarakat terhadap
konsep pemasyarakatan baik kini maupun
masa mendatang.
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